
BUPATI PRINGSEWU
PROVINS1 LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

SALINAN

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI L1NGKUNGAN PEMER1NTAH KABL'PATEN PRINGSEWU TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN VANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa dakuu rangka peningkatan profesionalismc
Pegawai Negeri Sipi] yang menduduki Jabatan
Pimpinan Tingg: Pratama di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pringsewu perlu didasarkan pada suatu
standar kompetensi jabatan;

b. bahwa berdasarkan Feraturan Kepala Badan
Kepcgawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Pedoman Perumu&an Standar Kompetensi Teknis
Pegawai Negeri Sipil bahwa Pegawai Negeri Sipil
ditempatkan berdasarkan kompetensi yang
dimilikinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
diirakaud dalam hutuf a dan huruf b dipandang
perlu menetapkan Feraturan Bupati tentang
Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama di Lingkungan Femerintaii Daerah
Kabupaten Pringscwu Tahun 2017;

L Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringgewu di Provmsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang^undangan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494):



Menetapkan

4. Undang-Llndang Nomor 23 Tahun 7014. r^fsno

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaim&na telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemermtah Nomor 11 Tahun 2017
t&ntana Manaipm^n fl^mhörön
” --Q, y • • - • “C» X

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);

6, Peraturan Merited Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reforniaai Birukrasi Nomor 13 Tahun
2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan
Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Penibentukari Prpduk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2034);

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan
Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 298);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 201& Nomor
16);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR
KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TTNGGl PRATAMA
Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PRINGSEWU TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Rupati Pringsewu ini yang dimaksud
dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.



2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten
adalah Bupati PringsewU.

3. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat
JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pads instansi
pemerintah.

4. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang
menduduki JPT.

5. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Sekretaris
Daerah Kabupaten dan Kepala Dinas Kabupaten.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
ASN adalah profesi bagi pegawai negen sipil dan
pegawai pcmcrintah dcngan petjanjian kcrja yang
hekerja pada instansi pemerintah.

7, Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Pesawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan peijanjian keija yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pcmcrintahan
atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
bëidasaï'kan peraturan perundang-undangan.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertenru, diangkat sebagai pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Q. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat
diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik
IjrrkahHri denga ti Ijidang lek jaljatan .

10. Kompetensi Manajertal adalah pengetahuan,
ketemmpilan , dan sikap/perilaku yang dapat
diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin
dan/atau mengelola unit organisasi.

11. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat
diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan
pengalaman berinteraksi dengan masyarakat
majemuk dalam hal agama, suku dan budaya,
perilaku, wawasan kebangsaan, etika, ndai-niiai,
moral, emosi dan pnmip, yang harus dipenuhi oleh
sctiap pcmcgang jabatan untuk mempenoleh hasil
kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.



RAR [I

TUJUAN DAN MAKSUD PENETAPAN
STANDAR KOMPETENSI

Pasal 2
Tujuan Standar Kompetensi adalah;

a. untuk efisiensi dan efektivitaa pdaksanaan tugas
dart tanggung jawab organisasi/unit organisasi;

b. untuk menciptakan optimaHsasi kinega
organisasi/unit organisasi,

Pasal 3

Maksud Standar Kompetensi Jabatan adalah:
a sebagai dasar dalam pengangkatan, pemindahan

dan peinlieilieiitiaii Aparatur Stpil Negara daii dan
dalam jabatan;

b. sebagai dasar penyusunan/pengembaugan
program pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur
Sipil Negara.

Pasal 4

Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
di lingkurgan Pemermtah Kabupaten Pringsewu di
turuirkan dari tugas, fungsi dan tata keqa organisasi
perangkat daerah Kabupaten Prtngsewu, yaitu terdtri
dari:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi managerial;
c. kompetensi sosiai kufturak

BAB III
KOMPETENSI JABATAN

Pasal 5

Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada
paaal 4 (cmpat) adalah untuk Jabutan Pimpinan Tinggi
Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pringsewu sebagai berikut:
a. Sekretaris daerah;
b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan

dan Kesejahteraan Rakyat;

c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan
Pembangunan;

d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi
Umum;

e Stal Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan
Politik;



f. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan
Pembangunan;

g, Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat dan
Sumber Daya Manusia;

h. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerali,

i, Inspektur;
ƒ Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
k. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
1, Kepala Dinas Keseh.atan;
m. Kepala Dinas Kaperast, Usaha Kecil dan Menengah,

Perdagangan dan Perindustrian;
n. Kepala Dinas Perhubungan;
o. Kepala Dinas Komnnikasi dan Informatika;
p. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;

q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

r Kepala Dinas PemberdaYaan Perenpuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;

s. Kepala Dinas Pekeijaan Umum dan Perumahan
Rakyat;

t Kepala Dinas Ferpustakaan dan Kearsipan;

u . Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
v, Kepala Dinas Kepemudaan, Olah raga dan

Pariwisata;
w. Kepala Dinas Sosial;

x. Kepala Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi;
y. Kepala Dinas Pertanian;
2- Kepala Dinas Perikanan;

aa. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;

bh. Kepala Dinas Pembeidayaan Masyarakat dan
Pekon;

cc. Kepala Badan Pereneanaan Pembangunan Daerah

dd. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia;

ee. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah;

ff. Kepala Badan Pendapatan Dacrah;
gg. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Derah.



BAB IV
KETENWAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal dketapkan.

Agar setiap orang mengptahuinya memenntahikan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pringsewu.

Uitetapkan di Pnngsewu
pads, tanggal 17 wv^abei- 2017

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 15 ipveaber 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A BUDIMAN PM

SERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NÖMOR ?2

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,


	perbup nomor 52 tahun 2017 001.pdf (p.1)
	perbup nomor 52 tahun 2017 002.pdf (p.2)
	perbup nomor 52 tahun 2017 003.pdf (p.3)
	perbup nomor 52 tahun 2017 004.pdf (p.4)
	perbup nomor 52 tahun 2017 005.pdf (p.5)
	perbup nomor 52 tahun 2017 006.pdf (p.6)

